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RINGKASAN

Gubernur  Sumatera Utara sesuar  kewenangan vang  dilimpahkan
kepadanya telah menetapkan upah minimum bagi pekerja/buruh  tanpa
mengabaikan kemampuan perusahaan serta perkembangan pereckonomian pada
umumnya. Upah minimum Provinst (UMP) Sumatera Utara ditetapkan setiap
setahun sekali. Dart data-data vang ada telah menunjukkan selama lima tahun
terakhir bahwa besarnva nilar UMP Sumatcra Utara telah memadai. Akan tetapi
meskipun telah memadai. kebijakan Gubemur tentang penctapan UMP Sumatera
Utara masih mendapat recaks) penolakan dari beberapa clemen masyarakat.
Penolakan tersebut disampatkan meclaluwi unjuk rasa. bahkan tcrcatat bahwa pada
tahun 2002 dan 2004 Gubernur Sumatera Utara dipra peradilankan ke PT. UN
Medan atas kebijakan penetapan UMP Sumatera Utara.

Bertitik tolak dart persoalan diatas. perlu kiranya dilakukan penelitian
vang bertujuan untuk mencart tahu perihal kebijakan penctapan upah minimum di
Provinst Sumatcra Utara vang sangat bermanfaat dalam membantu memben
sumbang saran dalam rangka membuat kebrjakan upah munmum dr Sumatera
Utara. Adapun bentuk penchitan vang dilakukan adalah bentuk analisis deskriptif
dengan lokasi penclitian di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara Medan.
dengan populasi / sampel penelitian adalah mereka vang terkait langsung maupun
tidak langsung dalam perumusan kebijakan mengupayakan.

Melalui kegiatan penelitian secara seksama telah diperoleh kesimpulan
berdasarkan beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa, kebijakan Gubernur
Sumatera Utara dalam rangka menetapkan UMP tclah cukup baik, namun

beberapa indikasi lain menunjukkan pula bahwa kebijakan tersebut masih belum
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optimal seperti belum adanva suatu metode analisa penghitungan yang baku.
Selain itu. di ketahui bahwa komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang
ada sudah tidak memadar lagi dengan perkembangan kebutuhan. Bertambahnya
jadwal waktu penctapan UMP yang kesemuanya itu berimplikast kepada suatu
rekomendasi agar dilakukan langkah-langkah perbaikan atau beberapa hal
prosedur perumusan kebijakan tentang. UMP Sumatera Utara, sehingga kebijakan
tentang penetapan upah minimum dimaksud tidak menjadi permasalahan lagi

dalam implementasinya,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi
perkerja di  Indonesia. telah ditetapkan upah minimun dengan
pertimbangan  peningkatan kesejahteraan  pekerja’/buruh  tanpa
mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta
perkembangan perckonomian pada umumnya. Olch sebab itu dipandang
perlu dilakukan pengaturan penetapan tingkat upah minimum vang layak
oleh Pemerintah untuk dipedomani pada bidang ketenagakerjaan.

Sebelum tahun 2000 penetapan upah minimum merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat scperti vang diatur pada Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah
Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kena Republik Indonesia No.Per-
03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional, Keppres Rebuplik
Indonesia No. 58 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dewan Penelitian
Pengupahan Nasional maupun peraturan perundang-undangan lain
sebelumnya. Adapun tata cara penetapan upah minimum vang disebut
dengan Upah Minimum Regional (UMR) dimular dari perumusan UMR
oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan
Ketenagakerjaan Daerah. Selanjutnya hasil tingkat UMR tersebut
diteruskan kepada Gubernur melalui Kanwil Tenaga Kerja Provinsi untuk

mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapat rekomendasi Gubernur,
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UMR diteruskan ke pusat vang dalam hal in1 Mentri ‘['enaga Kerja Rl
untuk mendapat penetapan upah setelah mempertimbangkan saran-saran
dari Dewan Pencelitian Pengupahan Nasional.

Akan tetapi setelah era reformasi, terutama pasca berlakunya
Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 ‘Tahun 1999h tentang
Pemerintah Daerah dimana telah banvak kewenangan Pemerintah Pusat
didelegasikan ke daerah. seperti bidang ketenagakerjaan vang termasuk
masalah pengupahan diantaranva

Penetapan besarnva upah minimum bagi pekerja di Provinsi
Sumatera Utara dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan
bunyi pasal 89 avat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain daripada itu kewenangan
menetapkan upah minimum dimaksud telah diatur sebelumnya melalui
Keputusan Menteri Tenagakerja Dan Transmigrasi ( Kepmennakertrans )
Republik indonesia Nomor 226 / MEN / 2000 Tentang Perubahan Pasal-
Pasal Peraturan Menten Tenagakerja (Permennaker) Republik Indonesia
Nomor 01 /MEN /1999 Tentang Upah Minimum.

Besarnva jumlah penetapan upah oleh Gubernur Sumatera Utara
dapat dikategorikan sebagai salah satquembuatan Kebijakan Publik
(Public Policy) vang harus mampu mengakomodir aspirasi para pekerja,
para pengusaha maupun kepentingan pemerintah provinsi itu sendiri serta

masyvarakat Provinsi Sumatera Utara umumnya sesuai dengan prinsip *

Good Governance ™
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